
2. Undang-Undang ...... 

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Prop.ns lrian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di 
Propms. Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nornor 47, 
Tambar an Lembaran Negara Nomor 2907); 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentruan Pasal 3 huruf b 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistcm dan Prosedur 
Pengelola Keuangan Daerah; 

b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi dan permasalahan 
teknis guna percepatan penyerapan anggaran dalam rangka 
percepatan pembangunan daerah sehubungan dengan telah 
ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturannya 
dengan pengelolaan keuangan daerah; 

I 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor 
Tahun '.!021. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 

TENT ANG 

NOMOR 49 TAHUN 2021 

PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

BUPA'i'I BIAK NUMFOR 



11. Undang-Undang . 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas de.ri Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ~!001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambal-.an Lembaran 
Republi c Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Penempatan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 200 I ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
menjadi Undang-Undang [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun :!008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara 1Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik ln~onesia 
Nornor 4355); 

• • 1 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanga.n Negara [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukari 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) scbagairoana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

' 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, 
Tambar an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 

14. Undnng-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tam bat an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

15. Perarur.in Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Q05 tentang Dana 
Perimbr ngan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Hornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraiurnn Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 tlomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17. Perarur.m Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Si stem 
lnformasi Kei.angan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Nomor 4579) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahim 2005 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan kinerja lnstansi Pernerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 458S); 

19. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); I 

20. Peraturan ..... 
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28. Perarur.an Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik I 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 6178); 

25. 

24. 

23. 

22. 

21. 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonscntrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang] Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaranl Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 12-;-, Tambahan Lembaran Negara 

' Republik Indonesia Nomor 4890); ' 
• Peraturan Pcrnerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 
sebagai-nana Lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tah11n 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelotaan Barang Milik 
Negara/Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 
Perarur.in Pemenntah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan 
Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan 
Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor !>610); 
Peratur m Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2016 
Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5887), sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan 
Perru-rintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas 
Perarur.m Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat 
Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor <>402); 
Peratur in Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembin aan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

20. 
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38. 

37. 

36. 

35. 

34. 

33. 

32. 

31. 

30. 

29. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran :Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelo.aan Keuangan Daerah (Lembaran i Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahanl Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); i 
Peratur.m Presiden Nomor 106 Tahun 2007, tentang Lembaga 
Kebijaknn Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seba~aimana 
telah d ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1571 Tahun 
2014 tcntang Perubahan atas Peraturan Prcsiden No or 106 
Tahun 2007 tentang Lembaga Kcbijakan Pe gadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik I onesia 
Tahun 2014 Nomor 314); · 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Per epatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 l4 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nc.mor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan; 
Pera tu ran Pi esiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan 
Barang/Jasa, Pemerintah (tembaren Negara ~epubiik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33), scbagaimana tclah diubah dengan 
Peraturan Prcsiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
Peraruran Prcsiden Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah unruk Perccpatan Pembangunan 
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60) 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peratur an Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Jasa Konstruksi; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembertukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalain Negcri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 
Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggara,n Pendapatan dan 
Belanja Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor !>41); · 

I 
! 40. Peraturan . 
' • 
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4. Dewan . 

DaJam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
• 

I. Daer'ah adalah Kabupaten Biak Numfor. , 
2. Peroerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak 

Nu.mfor. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Biak Numfor. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAJII BUPATI BlAK NlJMFOR TENTANCl SISTEM DAN 
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANOAN DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

MEMUTUSKAN : 

. 
45. Perarurun Daerah Kabupaten Biak Nurnfor' Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jang)ca Menengah Daerah 
(RPJMC) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor l); 

46. Peratur.m Daerah Kabupaten Biak Nun1for Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dah Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor 
Tahun .W2 l Nomor I); 

47. Perarur m Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3). 

40. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 1 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6", Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita ! Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

43. Perarur.in Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tliliun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

44. Perarurnn Daerah Kabupaten Biak Numio~ Nomor 4 Tahun 
2018 t entang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Biak Namfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pemben rukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Biak NumforTahun 2018 Nomot 4); 
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1 7. Pengguna ...... 

I ' ' 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Biale Numfor. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hale dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 
yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hale 
dan kewajiban Daerah tersebut. · 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelalesanaan, penatausahaan, pelaporan, 
per.anggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 'yang selanjutnya 
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa oleh ' Kementerian/ 
Lernbaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh 
APBN/APBD yang prosesnya sejale identifikasi kebutuhan, 
sarnpai dengan serah terima hasil pekerjaan. • 

8. An•~ran Pcndapo.tan clan Belsmja Daerah yang 
sci anjutnya disc but APBD adalah rencnna keuangan 
tal' unan Daerah yang ditetapkan dengan peraruran 
Da erah. ' 

9. Sai uan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 

10. Saruan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 
Pernerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

11. Unit Kerja SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanalean 
I (saru) atau beberapa Program. 

12. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri 
dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan 
kerja perangkat daerah. 

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuungan Daerah 
adalah kepala daerah yang karcna ja batannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD 
yang mempunyai tugas melalesanakan pengelolaan APBD 
dan bertindale sebagai bendahara umum daerah. 

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. . 

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melalesanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipirnpinnya. 
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31. Bimarketplace . 

25. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/ personel yang bcrtugas melaksanakan 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dap/atau E: 
pu -chasing. l 

26. Agcn Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha:o/.lµlg 
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerja.an Pengadaan .. 
Barang/Jasa yang diberi kepercayaan cleh Perangkat .. e 
Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. 

27. Penyedia Barang/Jasa Pemerinta.h yang selanjutnya 
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan 
bara.ng/jasa berdasarkan kontrak. 

28. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang 
menyelcnggarakan kegiatan secara Swak.elola. 

29. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaarr'Barangj'.Iasa yaug 
selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/ .Iasa 
adnlah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksa.naka.n kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

30. Rencana Umum Pengadaan Barang/,Jasa yang selanjutnya 
disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan 
Barang/Jasa yang aka.n dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah. 

20. 

19. 

18. 

17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. I 
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD adalah pejabat yang dibcri kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. ' · 
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewcnangan PA dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD. 
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjuinya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan dleh PA/KPA unruk 
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 
dapat mengaJcibatkan pengeluaran anggaran belanja 
daerah. ' ' 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yiv,g melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. · 

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPT'K adalah pejabat pada Unit SKPD yang 
melaksanakan 1 (satu) atau bebcrapa Kegiatan dari suatu 
Program sesuai dengan bidang tugasnya.' 

23. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ,yang selanjutnya 
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di ~merintah Daerah 
yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

24. Ke ompok Kerja Pernilihan yang selanjutnya clisebut Pokja 
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan 
oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 
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44. Tender . 

38. 

36. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang 

34. 

33. 

32. 

31. £-marketplace Pengadaan Barang/ Jasa adalah · pasar . · 
elektronik yang disediakan untuk menienu.hi kebutuhan 

I barang/jasa pemerintah. , .~ 
Lay anan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan 
pengelolaan teknologi informasi unruk memfasilitasi 
peLlksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik: 

I Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disngkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan 
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan 
pengawasan Jain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
~~pe=rintah. . 

• Pengadaan Barang/Jas melalui Swakelola yang selanjutnya 
disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa 
yaqg dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi 
kernasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 

35. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara 
memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku 
Usaha. 

-· ... • ··l • 

I • 
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40. 

39. 

.37. 
tertentu. 

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disebut Penyedia adalah Pelalru Usaha yang menyediakan 
barangj'tasa berdasarkan kontrak. 
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 
oleh pengguna barang. L 
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan ai., sebagian 
kegiatan yang meliputi pembangunan, peligoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kernbali 
suatu bangunan. § 
Jasa Konsultansi adalah jasa layanar, profeslma! yang 
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang 
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 

41. .Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang 
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau 
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 
dikenal luas di dunia usaha untuk rnenyelesaikan suatu 
Pekerjaan. 

42. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 
adaiah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh 
PP:.:< yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, 
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

43. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E. 
purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui 
sistem katalog elektronik atau toko daring. 

! 



56. Usaha . 

l 
44. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Per.yedia Barang/Pekerjaan Konsbuksi/Jasa ~ya. · 
45. Seleksi adalah metode pemilihan unt;uk mendapatkan 

Penyedia Jasa Konsultansi. 
46. Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi 

yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk 
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling.banyak 
Rp2.500.000.000,0 (dua miliar lima ratu~ juta rupiah). 

47. Ter.derj'Seleksi Intemasional adalah pemilihan Penyedia 
dengan peserta pemilihan dapat berasal 'dari Pelaku Usaha 
nas.ional dan Pelaku Usaha asing. 

48. Peuunjukan Langsung adalah metode • pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentn. 

49. Pengadaan Langsung adalah metode · petnilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bemilai paling banyak Rpl.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bemilai 
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rarus juta rupiahj .. 

50. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang 
memperlombakan gagasan orisinal, k:reativitas dan inovasi 
ter.entu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan 
berdasarkan Harga Satuan. 

51. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang 
memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak 
mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak 
dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

52. Esreuerse Auction adalah metode penatvaran harga secara 
berulang. 

53. Dokumen Pemilihan adalah dokurnen yang ditetapkan oietl 
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang 
memuat informasi dan kctentuan yang harus ditaati oleh 
para pil.ak dalam pemiliha.i Penyedia. 

54. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK 
dengan Penyedia Barang/ Jasa atau pelaksana Swakelola. 

55. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 

' dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

\ 
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i 
Q5. 13endahara . 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunj~ 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan' 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperlu~ 
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. ' 

56. Usaha I'.ecil adalah usa.ha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atati badan 
usaha yang bukan merupakan anak t perzssahaan atau 
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tjdak langsung dari 
Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhl 
kriteria Usa.ha Kecil sebagaimana -dimaksud I dalam 
Undang-Undang tentang Usaha Milera, Kecil, dan 
Menengah. 

57. Kernitraan adalah kerja sama dalam Pengadaan 
Barang/Jasa baik langsung maupun tidak langsung atas 
dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, 
memperkuat, dan menguntungkan yang ;melibatkan Pelaku 
Usaha dcngan Pclaku Usaha Papua atau Pclaku Usaha 
Papua dengan Pelaku Usa.ha Papua lain. · 
Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada 
peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti 
Pengadaan Barang/ Jasa di seluruh Perangkat Daerah 
dalam jangk.a waktu tertentu. 
Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/ Jasa 
yang bertujuan untuk mencapai nil#U manfaat yang 
rnenguntungkan secara ekonornis ticfak hanya ' untuk 
Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk 
masyarakat, serta signifikan mengurangi c ampak negatif 
ter nadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus 
penggunaannya. 
Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa adalah strategi 
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa 
paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat 
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yan!f 
ditcntukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. ; 
Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko 
Daring adalah sistem infonnasi yang memfasilitasi 
Pengadaan Barang/Jasa melaluij penyelenggara 
perdagangan melalui sistem elektronik dan rite! daring. 

j 

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk 
unruk menerirna, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mernpertanggungiawabkan uang 
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan,APBD pada 
SKPD. 
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64. 

63. 

62. 

61. 

60. 

59. 

58. 



Rencana . 

75. 

74. 

73. 

72. 

71. 

70. 

69. 

68. 

67. 

66. 

' Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimp,m, menyetorkan, 
menatausahakan, dan memperta.n~gjawabkan uang 
peridapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
unit kerja SKPO. , 
Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat yang ditunjuk 
unruk menerima, menyimpan, 1 menyetorkan, 
menatausahakan dan memperptnggungjawabkan 
penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD. 
Pembantu Bendahara Penerirnaan ad~ah pejabat yan~ 
ditunjuk untuk mendukung k~lancaran tuga~ 
perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir 
atau pembuat dokumen penerirnaan. 
Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang 
ditunjuk rnenerima, menyimpan, 1 membayarkan, 
menatausahakan dan memperta.n.ggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalarn rangka 
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 
Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, mernbayarkan, 
menatausahakan dan memperta.nggungjawabkan uang 
untuk keperluan transaksi PPKD. ' 
Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang 
ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas 
perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, 
pernbuat dokumen pengeluaran uang dan/atau 
pengurusan gaji. 
Reucana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 
untuk periode 5 (lima) tahun. 
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah 
dol:umen perencanaan Daerah untuk periode I (satu) 
tahun. I 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yar,g selanjutnya 
disebut TAPD adalah tirn yang dibentuk pengan keputusan 
kepada daerah dun dipimpin oleh seI<:nttans daerah yang 
mempunyai tugas menyiapkan ser~ melaksanakan 
kehijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pejabat ~rencana daerah, 
PP {O dan pejabat lainnya sesuai denganjkebutuhan, 
Ke'oijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. l 
Prioritas dan Plafon Anggaran Semen~ yang selanjutnya 
disebut PPAS adalah rancangan progi:;am prioritas darj 
patokan batas mak:simal anggaran yang diberikan ikepada 
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalarn 
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD . 

• • 

65. 
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I . 76. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD :yang selanjutnya 
disebut RKA-SKPD adalah dokumen perc:ncanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
bel:mja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar 
peryusunan APBD. 

77. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
.:>acrah yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah 
rencana kerja dan anggaran hadi,m/ dinas selaku 
Bendahara Umum Daerah. 

78. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah 
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan 
pergambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut 
dile.kukan dalarn perspektif lebih 4an saru tahun 
anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya 
akibat kepurusan yang bersangkuljm pada tahun 
berikutnya yang dituangkan dalarn prakiraan maju. 

79. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan 
keburuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari 
tahun yang direncanakan guna memastikan 
kesinarnbungan program dan kegiatan Yf118 telah disetujui 
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun 
berikutnya. ; 

80. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/progr~, yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaarl 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 1 

81. Penganggaran Terpadu (unified b!fd.geting) adalah 
penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan 
secara verintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna 
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan 
pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 

82. F'ungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional. I 

83. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pernerintahari 
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan 
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan 
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan mensejahteraan masyarakat, 

84. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD, 

85. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau lebih unit kerja pada Slq'D sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program da.n 
ter:liri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personil (sumber daya' manusia), barang 
modal termasuk pera.latan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau ke semua ~enis sumber daya 
ter sebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, 

' 86. Sasaran . 
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99. 

98. 

97. 

96. 

95. 

94. 

Pengeluaran 
daerah. 
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintali daerah yang 
dia cui sebagai penambah nilai kekayaan ~rsih. , 
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yan~ 
dia cui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
Sur-plus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara: 
per dapatan daerah dan belanja daerah. , 
Defisit Anggaran Daerah adalah sclisih lcurang antara 
pendapatan duerah dan belanja daerah. J 
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibay 

1 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterirna 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. I 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang sflanjutnya disebu~ 
SiLPA adalah selisih Jebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga daerah dibebani kewajiban ,untuk membayaJ1 
kembali. , 
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib diba3' 
kepada pemerintah daerah dan/atau, hak pemerin 
daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akiba 
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

• I I 
I 101. Utang . 

93. 

Daerah adalah uang yani kcluar dari 'kas 92. 

86. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan. , l 

I 
87. Kel .raran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh keg:iatan yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian sasaran dan tujuan program pan kebijakan. 

88. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegjata.n-kegjata.n da1am satu 
program. I 

89. KaE. Umum Daerah adalah tempat penyirnpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala claerah ' untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

90. Rekening Kas Umum Daerah adalah ! rekening tempat 
peryimpanan uang daerah yang ditenrukan oleh kepala 
c:laerah untuk menampung seluruh penerjimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pcngeluaran daerah 
paca bank yang ditetapkan. 

I 91. Pererimaan Daerah adalah uang yan, masuk ke kas 
daerah. 
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. I 
I 112. SPP .... ,. 

Investasi adalah penggunaan aset untuk mernperoleh 
manfaat ekonomis scpcrti bunga, deviden, royalti, marifaat 
sosial dan/atau manfaat lainnya ! sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemcrintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. : : 

I 
Dokumcn Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disebut DPA-SKPD adalah dokumcn yang mcmuat 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
Dokumen Pclaksanaan Anggaran Pcjabat Pengelola 
Keuangan Dacrah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD 
adalah dokumcn pelaksanaan ba1an/ dinas sclaku 
Bendahara Umum Daerah.. . . 1 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang 
mernuat perubahan pcndapatan dan, belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran. : 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 
selanjutnya disebut OPAL adalab dokumer, yang memuat 
sisa belanja tahun sebeluronya sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran tahun berikutnya. I 
Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masulf 
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 
keuar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup 
guna mendanai pclaksanaan kegiatan dalam setiap 
periode. 
Surat Penyediaan Dana yang selanjup-iya disebut SPD 
adalah dokumen yang mcnyatakan tersep.ianya dana untuk 
rnelaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. · 
Surat Permintaan Pembayaran yang J1anjutnya disebu't 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan, oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahart 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
SFP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-U 
adalah dokumen yang diajukan I oleb bendahar 
pcngeluaran untuk pcrmintaan uang ; muka kerja yang 
bersifat pengisian kembali (revolving) 1 yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsun~. 

Utang Daerah adalah jumlah uang ying wajib dib~yai! 
pemerintah daerah dan/atau kewajiban peroerintah daer~ 
yang dapat dinilai dcngan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab 

• lainnya yang sah. • 
Dana Ca.dangan adalah dana yang 'disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 
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120. Surat ..... 
1 
l 
I 

I 
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP 
GU adalah dokumen yang diajukan I oleh bendaliara 
pengeluaran untuk pennintaan pengganti uang persediaani 
yar g tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung. I 
SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut 
SPl'-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara, 
pergeluaran untuk pennintaan tambahan uang persediaan 
guna melaksanakan kegiatan SKPO yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayar:J 
langsung dan uang persediaan. , 
SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adal 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluar 
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pih 
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau sura 
perintah kerja lainnya clan pembayaran gaji deng 
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembay 
tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK. 
SPP Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut 
SPP-GU NlHIL untuk SPP-UP/GU ad~ dokumen yan_~ 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
menutup/mengakhiri permintaan pengganti uang 
persediaarr (SPP-UP/GU) yang disebablcati oleh berakhirnya 
kegiatan atau berakhimya tahun anggaran. 
SPP ta.mbah Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya 
disebut SPP-TU NIHIL untuk SPP-TU adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
menutup/mengakhiri permintaan t.ambah uang persediaari 
(SPP-TU) yang disebabkan oleh selesainya peng-SPJ-arl 
setiap pengajuan SPP-TU. I 
Su ·at Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM 
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran unruk 
penerbitan SP20 atas beban pengeluaran OPA-SKPO. I 
Su -at Perintah Membayar Uang Persediaan yang 
seh.njutnya disebut SPM-UP adalah dokurnen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan 
SP20 atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dipergunakan sebagai uang perscdiaan untuk mendanai 
kegiatan. 
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Pe rsediaan yang 
selanjutnya disebut SPM-GU adalahi dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitarj 
SP2D atas beban pengeluaran DPA··SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang 
telah dibelanjakan. 
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j i 
120. Surat Perintah Membayar Tambahan 1Uang Persediaan 

yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen Yfillg 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/,lcuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPJ\-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari 
jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan' 
sesuai dengan ketentuan. I 

I i 
121. Surat Pcrintah Membayar Langsung yang sclanjutnya 

discbut SPM-LS adalah dokurnen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/lcuasa pengguna anggaran untuk 
pcnerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD 
kepada pihak ketiga. , ' 

122. Surat Perintah Membayar Ganti Uang. Persediaan Nihil 
yang selanjutnya discbut SPM-GU NlHIL untuk SPM 
UP,'GU adalah dolcumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D NIHIL atasl 
penurupan/mengakhiri pennintaan pengganti uan!'J 
persediaan (SPM-UP/GU) yang disebabkan olehl 
berakhirnya kegiatan atau berakhimya tahun anggaran. 

123. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nihl~ 
yarg sclanjutnya disebut SPM-GU NIHIL untuk SPM-TU 
adaJah dolcumen yang diterbitknn I oleh penggun 
anggaran/lcunsa pengguna anggaran untuk penerbi 
SP2D NIHIL atas penutupan/mengakhiri penninta 
pengganti uang persediaan (SPM-TU) yang disebabkan ole 
selesainya peng-SPJ-an setiap pengajuan SPM-TU. 

124. Surat Perinta.h Pcnca.iran Dana yang selanjutnya disebu 
SP2D adalah dolcumen yang digunakan sebagai das 
penca.iran dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 
SPM. 

125. Surat Perintah Pencairan Dana Nihil yang sclanjutnya 
disebut SP2D NIHIL adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar penutupan pencairan dana yang diterbitk~ 
oleh BUD berdasarkan SPM Nihil yang diterima. 

126. Uang Perscdiaan adalah sejumlah uang tunai yang 
disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan 
kegiatan operasional sehari-hari. • 

I 
127. Barang Milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehj 
lainnya yang sah. 

128. Kerugian Daerah adalah kelcurangan uarig, surat berharga 
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akiba 
perbuatan melawan hulcum baik disengaja maupun lalai. 

129. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebu 
BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di linglcung 
pemerintah daerah yang dibentuk ~tu.le memberik 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dru1/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatarinya 
didasarkan pada prinsip cfisiensi dan produktivitas. 

I • 130. Kegiatan r ..... 
I 
I 
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BERlTA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFORTAHUN 2021 NOMOR 49. 

Diundangkan di Biak 
pad a tanggal , 11 November 2021 

SEKRETARlS DAERAH KA13UPATEN BIAK NUMFOR, 
CAP/TTD 

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlu\n pengundangj' 
Peraturan Bupati ini daJam Serita Daerah Kabupaten B.ialc Numfor. 

Ditetapkan di Biak I J 
pada tanggal, 11 November 2021 

I 
BUPATI BIAK NUMFOR, 

CAP/TTD 
HERRY ARIO NMP 

Hal-hal yang belurn diarur dalarn Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diarur lebih lantt. I 

Pasal 8 

Pasal 7 

KETEHTUAN PENUTUP 

BAB lII 

: . d (2) Setiap SKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan d 
pengadaan barang/jasa daerah wajib mentaati .dan menjal~ 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

I 
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Pasal 6 , 

(1) Sistem dan Proscdur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiJnanJ 
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini beserta ~pirannya menja~ 
pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan · dan pengadaan 
barang/jasa bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Biak Numfor. • ' ! 

(2) Seti.ap , ..... : 
I 

Rincian Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatnn dan Belanja 
Daerah sebagairnana dimaksud pada Pasal 2 huruf .81 tercanturn dal 
Lampiran I sebagni bagian tidak terpisahkan dari Peracyra1 Bupati ini. 

Pasal 4 

Rincian Petunjuk Pengisian Penganggaran pada Kode Rekening Aset 
Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja, 1ctan Pembiaya 
dilengkapi penjelasannya serta contoh Dokumen Pe,rtanggungjawab 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b tercantum dal1 
Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peratrran Bupati ini. 

Rincian Petunjuk Teknis P:::a:usahaan dan PJ~ggungjawab3 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiJnana dimaksud pad 
Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tid 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

b. Petunjuk Pengisian Penganggaran pada Kode( Rekening Aset; 
Kewajiban, Ekuitas Dana. Pendapatan, Belanja,) dan Pembiayaan 
dilengkapi penjelasannya serta contoh Dokumen Pe~tanggungjawa,batj 
Keuangan;dan I I I 

c. Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertangg1.,m~awnban Apgg4ran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Belanja 

Pasal 2 

Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan 
sebagaimana climaksud dalam Peraturan Bupati ini m1liputi : 

a. Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Daerah; I 

'I 
BAB II 

RUANO LINGKUP 

l 
130. KegiatanTahun Jamak adalah kegiatan )lang dianggarakan 

dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahurr 
anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak' 
tahun jarnak, 1 

131. Hari adalah hari kerja. 
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